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ABSTRAK 

 

DITHA CINDY AGUSTINA. Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Pada Biro Umum dan Perlengkapan 

Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Dibawah bimbingan Bapak 

Sugiharto, S.E,.M.Si. Ak. CA. Dan Ibu Nuri Annisa Fitri, S.E,. M.Si.) 

 Biro Umum dan Perlengkapan adalah unsur staff Sekretariat Daerah yang 

dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, berkedudukan dibawah dan tanggung 

jawab kepada Sekretariat Daerah melalui Asisten Administrasi Umum. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Pada Biro Umum dan Perlengkapan 

Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan sampel dengan metode Purposive Sampling yaitu Karyawan 

dengan pangkat/golongan Penata Tk. I (III/D) berjumlah 6 orang dan Penata 

(III/C) berjumlah 3 orang. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah dilakukan analisis 

perhitungan dan pelaporan pada Biro Umum dan Perlengkapan tidak memiliki 

kesalahan terhadap perhitungan dan pelaporan pada pajak penghasilan tersebut 

dan telah sesuai dengan peraturan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang 

Pajak Penghasilan, Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-16/PJ/2016, dan 

PMK No. 9/PMK.3/2018.  

 

Kata Kunci : Perhitungan, Pelaporan, Pajak Penghasilan Pasal 21. 
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ABSTRACT 

DITHA CINDY AGUSTINA. Analysis Of Income Tax Calculation And 

Reporting Article 21 On Employees Biro Umum Dan Perlengkapan 

Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. (Mr. Sugiharto.S.E., M.Si 

and Mrs. Nuri Annisa Fitri, S.E., M.Si.) 

 Biro Umum dan Perlengkapan is an element of the Regional Secretariat 

staff led by a Section Head, positioned under and responsible to the Regional 

Secretariat through the Assistant for General Administration. This study aims to 

determine the Analysis of Calculation and Reporting of Article 21 Income Tax on 

Employees at the Bureau of General Affairs and Equipment of the Regional 

Secretariat of South Sumatra Province. In this study, researchers used a sample 

with the Purposive Sampling method, namely employees with the rank/class of 

Kindergarten Administrator. I (III/D) totaled 6 people and Arrangers (III/C) 

totaled 3 people.  

The results showed that after analyzing the calculation and reporting to 

the General Affairs and Equipment Bureau, there were no errors in the 

calculation and reporting of the income tax and complied with Law No. 36 of 

2008 concerning Income Tax, Regulation of the Director General of Taxes No. 

PER-16/PJ/2016, And PMK No. 9/PMK.3/2018. 

 

Keywords: Calculation, Reporting, Income Tax Article 21. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Salah satu ciri negara modern adalah bahwa sumber penerimaan negara 

yang utama berasal dari sektor perpajakan. Bagi Indonesia beberapa jenis pajak 

yang menjadi sumber penerimaan pemerintah pusat adalah Pajak Penghasilan 

(PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah 

(PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pertambangan, perkebunan, 

dan perhutanan, Bea Meterai, serta Bea Masuk dan Cukai yang mempunyai 

peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan 

pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk 

membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. 

Menurut Waluyo (2020:9) Pajak yaitu iuran masyarakat kepada negara 

yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayar menurut 

peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapatkan prestasi kembali 

secara langsung. 

Peraturan perpajakan selalu disempurnakan dengan perkembangan 

ekonomi dan sosial. Perubahan dibuat untuk menyesuaikan kondisi yang ada, 

karena itu peraturan perpajakan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu.  

Salah satu kewajiban karyawan adalah membayar pajak atas penghasilan 

yang diperoleh selama bekerja di suatu perusahaan atau instansi. Hal ini tertuang 

dalam Pasal 21 tentang Pajak Penghasilan atau lebih dikenal dengan PPh 21. 
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Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan 

yang diperoleh wajib pajak. 

Waluyo (2020:201) menerangkan bahwa:  

“Pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21) merupakan pajak penghasilan yang 

berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dalam 

bentuk dan nama apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang 

pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan 

tersebut yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri. “ 

 

SPT Tahunan merupakan surat yang digunakan para Wajib Pajak untuk 

melaporkan segala bentuk perhitungan dan pembayaran pajak, baik untuk objek 

pajak maupun bukan objek pajak. Surat Pemberitahuan Tahunan atau SPT dapat 

digunakan untuk melaporkan harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan pajak. SPT Tahunan memiliki 2 jenis yaitu SPT 

Tahunan pribadi dan SPT Tahunan Badan. 

Ketentuan mengenai alasan pelaporan dan perhitungan pajak tertuang pada  

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Syarat dan Ketentuan Umum 

terkait tata cara perpajakan. SPT menjadi sarana bagi warga negara yang sudah 

ber-NPWP untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah 

pajak selama setahun terakhir.  

SPT pajak tahunan bukan hanya menjadi wadah untuk melaporkan 

penghitungan atau pembayaran pajak atas penghasilan, melainkan juga untuk 

melaporkan objek pajak atau bukan objek pajak, serta harta dan kewajiban sesuai 

dengan ketentuan UU Perpajakan. 

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) bagi karyawan 

bergantung pada persyaratan subjektif dan objektif yang dipenuhi karyawan 
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bersangkutan. Persyaratan subjektif di antara lain seperti kepemilikan Nomor 

Pokok Wajib Pajak (NPWP), status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), 

jumlah tanggungan anak dan istri, masa kerja, dan sebagainya. Persyaratan 

objektif meliputi jumlah penghasilan dan jenis penghasilan. Dengan keadaan 

perusahaan yang berbeda-beda, tentu akan ada kemungkinan timbul kesalahan 

dalam menghitung PPh Pasal 21. 

Biro Umum dan Perlengkapan adalah unsur staff Sekretariat Daerah yang 

dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, berkedudukan dibawah dan tanggung 

jawab kepada Sekretariat Daerah melalui Asisten Administrasi Umum. Sebagai 

instansi yang taat membayar pajak, maka Biro Umum dan Perlengkapan 

berkewajiban untuk melakukan pelaporan dan penyetoran pajak penghasilan 

sesuai ketentuan yang mengacu pada Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 

21. Pada Biro Umum dan Perlengkapan terdapat 148 pegawai, dengan jumlah 

pegawai tetap 88 dan pegawai honorer berjumlah 60. 

Beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam menghitung dan melaporkan 

PPh Pasal 21 adalah kesalahan dalam menentukan jumlah Penghasilan Tidak 

Kena Pajak (PTKP) dan keliru dalam memasukkan nomor NPWP. Pada instansi 

atau perusahaan tertentu, akibat ketidaktepatan dalam penentuan status pegawai 

sering terjadi kesalahan dalam penghitungan dan penetapan status wajib pajak. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Muda (2018) Yaitu menunjukkan  bahwa  Perhitungan  Pajak  Penghasilan  (PPh)  

Pasal  21  atas Pegawai  Tetap  pada  Koperasi  Telekomuikasi  Selular  masih  

terjadi kesalahan dan tidak sesuai dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008. 
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Penulis tertarik untuk menganalisis tentang perhitungan dan pelaporan 

pajak penghasilan pasal 21 pada Biro Umum dan Perlengkapan apakah telah 

sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 untuk dapat mengurangi 

kesalahan perhitungan dan pelaporan. Oleh karena itu, penulis menjadikan Biro 

Umum dan Perlengkapan sebagai obyek penelitian karena merupakan bagian dari 

Populasi yang di Sampling. 

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan, maka perumusan masalah 

yang dapat diambil sebagai kajian dalam penelitian yang dilakukan adalah 

“Bagaimana mekanisme Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 

atas karyawan pada Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi 

Sumatera Selatan ?” 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui perhitungan 

dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan pada Biro Umum dan 

Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan apakah telah sesuai 

dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. 
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1.4.  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bermanfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut: 

1. Bagi Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera 

Selatan. 

Diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi pihak keuangan untuk 

lebih meningkatkan kinerja. 

2. Bagi Peneliti 

Diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan wawasan serta 

pemahaman mengenai akuntansi perpajakan. 

3. Bagi pihak lain berkepentingan  

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan refrensi serta dapat digunakan 

untuk menambah pengetahuan, wawasan serta pemahaman terbatas 

mengenai judul yang diteliti. 
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